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GUBERNUR PAPUA BARAT 

 

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT 
NOMOR 53 TAHUN 2018 

 
TENTANG  

 

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PENERIMAAN KHUSUS DALAM RANGKA 
PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR PAPUA BARAT, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat 

(1) huruf c, ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5), huruf c 
angka 2) dan angka 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi 

Undang-Undang maka untuk keseragaman pengelolaan, 
pelaporan pertanggungjawaban dan untuk kemudahan 
pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi 

pengelolaan dana Otonomi Khusus perlu dibuat dalam suatu 
pedoman;   

b. bahwa sesuai dengan peruntukannya dana otonomi khusus 
harus dipergunakan secara optimal sehingga dapat 

mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya 
bagi peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, pelu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penerimaan  
Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus 
Provinsi Papua Barat; 

 

Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya 

Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten 
Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 
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tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 

1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, 
Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten 

Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003; 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4884); 

3. Undang-Undang  Nomor 17  Tahun  2003  tentang  

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendahara-an Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5589); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 

2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 
Khusus Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.07/2013 

tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus 
Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana 

Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua 
Barat Tahun Anggaran 2014; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke 
Daerah dan Dana Desa; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN 
PENGELOLAAN DANA PENERIMAAN  KHUSUS DALAM 

RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA 
BARAT.  

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat. 

3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.  

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi 
Papua Barat. 

5. Dana Otonomi Khusus adalah penerimaaan khusus dana perimbangan 
bagian Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus. 

6. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang 
terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima 
dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. 

 

BAB II 

PEDOMAN PELAKSANAAN 
 

Pasal 2 

(1) Ruang lingkup pedoman pengelolaan dana Otonomi Khusus, meliputi: 

a. Pendahuluan : umum, prinsip-prinsip pengelolaan, maksud dan tujuan, 

ruang lingkup; 

b. Arah dan kebijakan pengelolaan dana Otonomi Khusus Provinsi Papua 
Barat: alokasi dana otonomi khusus, arah pengelolaan dana otonomi 

khusus dan kebijakan penggunaan dana otonomi khusus; 

c. Mekanisme pengelolaan dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat : 

perencanaan, penyaluran dan penatausahaan, pelaksanaan, 
pengendalian, monitoring, pengawasan, pergeseran dan evaluasi 
program dan kegiatan; 

d. Penutup; dan 

e. Lampiran : bagan matriks Form 1-5 (untuk kabupaten/kota). 

(2)  Uraian pedoman pengelolaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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Pasal 3 

Pedoman pengelolaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 merupakan pedoman yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 4 

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka setiap program dan kegiatan 
yang dikelola baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ 

Kota yang dibiayai dari dana Otonomi Khusus, wajib mengacu pada Peraturan 
Gubernur ini. 

 
Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. 
     

 

      Ditetapkan di Manokwari  
                                                 pada tanggal 15 Mei 2018     
            

GUBERNUR PAPUA BARAT, 
 

CAP/TTD 
 

  DOMINGGUS MANDACAN 

 
Diundangkan di Manokwari 

pada tanggal 15 Mei 2018        
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, 

 
CAP/TTD 

 
NATANIEL D. MANDACAN 

 

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2018 NOMOR 53. 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt. KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 
 

SUPRIANTO, S.H 

PEMBINA  
NIP. 19710129 199303 1 006 


